BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TERHADAP BASULUH SUKU
BANJAR DALAM SENGKETA WARIS

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris

Telah dikemukakan dalam bab-III mengenai pelaksanaan basuluh Suku Banjar
dalam sengketa waris yang meliputi latar belakang keagamaan dan sistem
kekeluargaan Suku Banjar, dasar hukum penyelenggaraan basu/uh dalam
menyelesaikan sengketa waris, tugas fefulha kampung, rekrutmen tctuha kampung
sebagai mediator, harta warisan dalam Suku Banjar, pelaksanaan basuluh dalam
menyelesaikan sengketa waris, kasus basulub, serta kekuatan hukum hasil basuluh.

Suku Banjar merupakan suku yang memiliki agama Islam sebagai karakter
khusus dalam latar belakang keagamaannya. Hal ini bermula dari berislamnya
Pangeran Samudera - ahli waris sah Kerajaan Daha- di bawah pimpinan Khatib
Dayan.' Ia pun memeluk agama Islam yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk
Banjar.2

Peristiwa tersebut menyebabkan budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-

nilai Islam, bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar. Sehingga dalam banyak hal,

ISjarifuddin ef al Sejarah Banjar, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), 61.

?Gazali Usman, Kerajsan Banjar; Sejarsh Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan
Agama Islam, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994), 11.
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perilaku-perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai yang bersifat
islami meskipun telah méngalami akulturasi dengan budaya Dayak dan pernah
bersentuhan dengan budaya Jawa., Selain itu, upacara tradisional juga masih
memegang peranan penting dalam setiap tahap kehidupan orang Banjar. Adapun
dalam hal sistem kekeluargaan, Suku Banjar menarik garis keturunan dari garis pria
maupun wanita kecuali dalam hal perwalian.

Basu/uh merupakan salah satu bagian dari adat badamai, maka dasar hukum
basuluh dapat diketahui dari dasar hukum adat badamai. Dasar hukum adat badamai
terdapat dalam Undang-undang Sultan Adam Pasal 3 dan 12. Pada tanggal 11 Juni
1860 Residen Zuider en Ooster Afdeeling van Bormmeo F.N. Nieuwern Huyzen
menyatakan proklamasi hapusnya kerajaan Banjar dan terhitung sejak tanggal
tersebut wilayah kerajaan Banjar masuk dalam wilayah pemerintahan Residen yang
berkedudukan langsung di bawah Pemerintahan Belanda,?

Berdasarkan proklamasi tersebut maka kesultanan Banjar telah dinyatakan
tidak ada lagi, hal ini berdampak kepada hilangnya dasar keberlakuan Undang-
undang Sultan Adam secara politis dan yuridis. Namun secara sosiologis dan
filosofis masih berlaku terus, contohnya seperti pelaksanaan adat badamai.

Dalam basuluh diperlukan adanya tetuha kampung sebagai mediator tugas

seorang fetuha kampung untuk menjamin tegaknya keamanan, kesejahteraan serta

3 Ahmadi Hasan, Adat Badamai, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 128.
* Ahmadi Hasan, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2011.
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mengarahkan masyarakat ke arah perdamaian. Berdasarkan kebiasaan orang Banjar,
maka beberapa kriteria seseorang dianggap sebagai fetuha kampung selain dari
faktor usianya antara lain adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan
dengan penduduk lainnya atau orang tersebut dianggap bijaksana setelah terbukti
dalam berbagai peristiwa schingga ia dituakan dan disejajarkan dengan orang tua.’
Selain itu, pejabat desa termasuk orang-orang yang dihormati pula, Ada juga
seseorang yang dituakan bukan karena kebijaksanaannya, namun disegani karena
pengalamannya yang luas atau karena dianggap pemberani seperti tokoh pejuang.®
Pembagian harta warisan dalam Suku Banjar didahului dengan beberapa
ketentuan adat yang berkisar pada pembedaan atas barang-barang peninggalan,
masalah sekitar ongkos pengurusan mayat sampai dikuburkan (termasuk selamatan-
selamatan yang mengiringinya), masalah sekitar hutang-hutang si mati hingga

akhirnya pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilakukan.

Ketika pembagian harta warisan dilakukan, ada kemungkinan seorang ahli
waris dianggap oleh ahli waris yang lain telah menerima bagian yang besar dari harta
peninggalan seclagi orang tuanya masih hidup sehingga dikecualikan dalam
pembagian harta peninggalan. Sescorang juga mungkin dianggap banyak

menghabiskan harta orang tuanya untuk membiayai sekolahnya atau untuk melunasi

SAhmadi Hasan, “Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang”
dalam Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10" Annusl Conference on Islamic
Studies, (Banjarmasin: 2010), 199.

SAlfani Daud, Is/am & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudaysan Banjar,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 99.
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hutang-hutangnya. Atau untuk membiayai perkawinannya telah dijual salah satu
harta pusaka schingga dia dianggap tidak boleh mendapatkan harta warisan lagi.
Beberapa kemungkinan tersebut dapat menimbulkan sengketa antar ahli waris. Di
satu sisi ahli waris tersebut merasa berhak mendapatkan bagian warisan namun di
sisi lain ahli waris lainnya menganggap dia telah banyak menghabiskan harta
sebelumnya.

Menurut penelitian, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan umumnya lebih
suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan.
Penyelesaiannya dapat saja berupa harta tersebut tidak dibagi namun hasilnya
dimanfaatkan bersama. Namun bukan berarti masyarakat Banjar tidak patuh
terhadap aturan hukum Islam mengenai waris. Pada umumnya mereka sangat taat
dan patuh terhadap hukum Islam dan mengutamakannya dalam penyelesaian
warisan. Akan tetapi mercka juga mencari solusi terbaik setelah mengetahui
hukumnya berdasarkan agama dengan menempuh jalan damai.”

Untuk menyelesaikan sengketa waris antara saudara ini biasanya si penuntut
ataupun yang dituntut akan menghubungi salah seorang tokoh yang dipandang alim
di kampungnya atau di kampung terdekat ({van guru) guna membicarakan tuntutan
tersebut. Kegiatan menghubungi tokoh yang dipandang alim ini dinamakan

basasuluh. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian

"Hasan, Adat Badamai, 235.
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dilaksanakan secara damai.® Pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu
Fara’id-Islah dan Is/ah.

Salah satu cara yang ditempuh dalam basu/uh mengenai sengketa waris adalah
Fara’id-Islal), yakni melakukan pembagian menurut hukum waris Islam kemudian
membaginya dengan cara musyawarah mufakat. Prosesnya dalam hal ini fefuha
kampung -biasanya fvan guru- menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan
warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan
fara’id,

Setelah fuan guruy menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun
penerima warisan lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian
mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima. Lalu diteruskan dengan
kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli
waris lain atau penerima waris lainnya.’

Cara lain yang ditempuh dalam basu/uh mengenai sengketa waris adalah is/ah.
Pembagian waris dengan cara ini ialah dengan melakukan musyawarah untuk
menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan
lainnya tanpa memakai perhitungan fara’id. Pertimbangan untuk menentukan bagian

masing-masing adalah kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan

 Daud, Jslam & Masyarskat Banjar, 209.
* Ibid,
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lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat
bervariatif dan tidak memakai prosentase tertentu.'®

Akan tetapi peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan perdamaian di
luar pengadilan yang tidak dipandu oleh mediator bersertifikat. Adapun dalam
basuluh karena tidak dipandu oleh mediator bersertifikat maka tidak dapat menjadi
akta perdamaian. Hasil kesepakatan basuluh hanya dapat menjadi perjanjian adat

saja yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi adat pula.

. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008terhadap Basu/uh Suku Banjar dalam Sengketa Waris
1. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Basu/uh Suku Banjar dalam
Sengketa Waris

Secara keseluruhan, basu/uh suku banjar tidak bertentangan dengan hukum
Islam. Basu/uh merupakan penyelesaian perkara keperdataan secara damai, misalnya
tentang pembagian harta warisan, konflik rumah tangga maupun masalah
keperdataan lainnya. Penyelesaian perkara ini dilakukan masyarakat Banjar untuk
mengupas permasalahan sehingga tercipta solusi yang memuaskan semua pihak. Hal
ini lebih sering dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang
membahayakan tatanan sosial dibanding menempuh jalur litigasi karena selain

menyelesaikan pertikaian juga dapat menghilangkan perasaan dendam.

YHasan, Adat Badamai, 238.
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Dalam Islam perdamaian juga lebih dianjurkan dibanding jalur litigasi karena
proses litigasi ternyata tidak mampu menyelami fakta sebenarnya dari

persengketaan para pihak. Kenyataan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW.!:
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Artinya: “Sesungguhnya aku seorang manusia dsn kamu datang mengadu
pertikaian kamu kepadaku. Boleh jadi di antara kamu ada yang lebih pintar
menguraiksn hujah daripada yang lain, maka aku memutuskan hukuman
sebagaimana yang aku dengar dari keterangan yang kamu berikan. Maka siapa saja
yang aku hukum baginya sesuatu hak (orang lain), maka janganlah ia mengambilnya
karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka.”

Hadls ini mengindikasikan bahwa hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan
bukti yang diajukan, maka boleh jadi pihak yang pintar dan mampu memberikan
bukti dapat meyakinkan hakim sekalipun sebenamya dia yang bersalah. Pihak yang
benar pun seringkali mengalami keterbatasan dalam mengajukan alat bukti. Oleh
karena itu, sejumlah ayat al-Qur’an menawarkan penyelesaian sengketa melalui
perdamaian (sulf).

Perdamaian yang diperintahkan dalam al-Qur’an tidak terbatas pada bentuk

tertentu. Sekalipun perdamaian yang diajarkan dalam al-Qur’an berupa fahkim pada

konflik rumah tangga, polanya terus berkembang sesuai dengan perkembangan

" Abu Dawud, Al-Imam al-Hafiz Aby Dawud Sulaiman ibnu al-Asy’as al-Sajastaniy, Sinan Aby
Dawud, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 508-509.
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zaman, contohnya pada masa Rasulullah SAW. beliau pernah melakukan
penyelesaian sengketa yang memiliki nilai dan strategi resolusi sengketa terutama
mediasi dan negosiasi.

Basuluh merupakan salah satu pola penyelesaian sengketa yang sejalan dengan
apa yang diperintahkan dalam al-Qur’an, karena bertujuan untuk mendamaikan para
pihak yang bersengketa dan menghilangkan dendam hingga akhirnya dapat
mencegah sengketa yang lebih besar. Bahkan dapat dikatakan basu/uh yang
dilakukan oleh suku Banjar ini berdasarkan kepada hukum Islam. Hal ini dapat
dilihat dari dasar hukum dilakukannya adat badamai yang merupakan istilah umum
bagi basuluh yakni Pasal 3 dan 21 Undang-undang Sultan Adam.

Undang-undang ini dibuat oleh seorang raja yang mempunyai suatu kepekaan
yang tinggi sekali terhadap keadaan masyarakat di daerahnya serta menunjukkan
perhatian besar bagi kesejahteraan umat dan untuk memajukan agama Islam.
Perhatian beliau terhadap rakyatnya menjadi salah satu latar belakang dibuatnya
undang-undang ini, yakni untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat,
untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat, dan untuk memudahkan
para hakim dalam menetapkan hukum agar rakyat menjadi baik. Dari penjelasan
tersebut, nampak jelas bahwa pembuatan Undang-undang Sultan Adam didasarkan
pada hukum Islam.

Karena undang-undang tersebut dibuat untuk menyempurnakan agama rakyat,

maka tiap-tiap pasalnya mengadopsi ajaran al-Qur’an. Seperti Pasal 3 yang berisi
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perintah untuk fetuha kampung agar menaschati keluarga dan rakyatnya supaya
selalu bermusyawarah agar terhindar dari perselisihan tertera dalam surat Ali ‘Imran
ayat 159 yang memerintahkan manusia melakukan musyawarah dalam
menyelesaikan seluruh aspek kepentingan mereka dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Juga Pasal 21 yang memerintahkan masyarakat Banjar
melakukan perdamaian yang dibantu oleh fefuha kampung sebelum memutuskan
untuk melakukan upaya litigasi sesuai dengan surat al-Hujurat ayat 9 dan 10 yang
memerintahkan manusia untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

Dari segi pemilihan tefuha kampung, basuluh juga tidak bertentangan dengan
ajaran Islam. Konsep pemilihan juru damai dalam Islam adalah harus memenuhi
syarat-syarat seperti harus berasal dari kalangan profesional (k44bir); harus adil dan
cakap, dan; mengedepankan upaya awal win-win solution atau islah."? Adapun
pemilihan fefuha kampung berdasar kepada selain dari faktor usianya antara lain
adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan dengan penduduk lainnya,
seperti pembekal, pegawai negeri di kota dan sebagainya.”® Bisa juga panghulu yang

tugas pokoknya menikahkan dan melakukan pencatatan pernikahan.!* Atau orang

2Muhammad Saifullab, Mediasi; Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesis,
(Semarang: Walisongo Press, 2009), 16-17.

Y Ahmadi Hasan, “Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang”
dalam Kumpulan Makalsh yang Dipresentasikan pada The 10" Annual Conference on Islamic
Studijes, (Banjarmasin: 2010), 199.

“YAhmad Fahmy Arief, “Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar’ dalam Mengenal Kampung
Halaman Rasulullah; Penclusuran tentang Bangsa dan Bahass Arab, Dakwal Islamiyyah serta
Semarak Berhaji ke Tanah Suci, (ed) Zainul Erfan (Banjarmasin: Comdes, 2011), 65.
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tersebut dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai peristiwa sehingga ia
dituakan dan disejajarkan dengan orang tua."

Tetuha kampung yang telah berusia lanjut dianggap memiliki pengalaman
hidup dan kebijaksanaan yang melebihi penduduk lainnya, sekalipun orang tersebut
masih muda namun jika dianggap bijaksana maka juga dapat disejajarkan dengan
orang tua. Begitu pula orang yang memiliki jabatan menonjol dibanding dengan
penduduk lainnya dianggap memiliki keilmuan yang melebihi orang lain. Hal ini
sejalan dengan syarat profesional serta adil dan cakap dalam ajaran Islam, karena
orang yang berilmu dan bijaksana tentu dapat memahami konflik dengan cepat dan
tepat sehingga konflik dapat diselesaikan.

Pembagian harta warisan di masyarakat Banjar juga sesuai dengan hukum
Islam. Pertama-tama masyarakat Banjar mengeluarkan hak yang berkaitan dengan
harta peninggalan, yakni membedakan harta si mayit kepada harta bawaan dan
barang parpantangan. Barang parpantangan ini kemudian dibagi dua lalu separuh
bagian diserahkan kepada pasangan yang ditinggalkan. Kemudian biaya
penyelenggaraan jenazah serta hutang-hutang dibayarkan terlebih dahulu hingga
kemudian harta warisan dapat dibagikan.

Apabila terjadi sengketa ketika pembagian harta warisan karena ada pihak
yang merasa tidak puas, maka basu/uh dilakukan. Biasanya si penuntut ataupun yang

dituntut akan menghubungi salah seorang tokoh yang dipandang alim di

'SHasan, “Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang”, 199.
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kampungnya atau di kampung terdekat (fuan guru) guna membicarakan tuntutan
tersebut. Kegiatan menghubungi tokoh yang dipandang alim ini dinamakan
basasuluh. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian
dilaksanakan secara damai.'® Pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu
Fara’id-Islah dan Islah.

Fara’id-Islali adalah metode untuk menyelesaikan sengketa dengan cara
melakukan pembagian menurut hukum waris Islam kemudian membaginya dengan
cara musyawarah mufakat. Prosesnya dalam hal ini tetuha kampung ~biasanya tuan
guru- menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar
bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan fara’id.

Setelah fwan guru menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun
penerima warisan lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian
mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima. Lalu diteruskan dengan
kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli
waris lain atau penerima waris lainnya.17

Menurut Ahmad Fahmy Arief, scorang guru besar di IAIN Antasari
Banjarmasin yang juga pemerhati kebudayaan Banjar, aspek kondisi ahli waris
menjadi pertimbangan yang utama. Artinya seorang ahli waris yang menurut fara’id

mendapatkan bagian lebih besar bisa saja mendapatkan harta warisan sedikit atau

1 Alfani Daud, Js/lam & Masyarakat Banjar, 209.
Y 1bid.
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bahkan tidak sama sekali karena dia termasuk orang yang berkecukupan. Begitu pula
sebaliknya, seorang ahli waris yang menurut fara’id mendapatkan bagian sedikit bisa
mendapatkan harta warisan lebih banyak. Atau bahkan pembagiannya menjadi sama
rata. '®

Metode penyelesaian sengketa yang kedua adalah Is/ah. Pembagian waris
dengan cara ini ialah dengan melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya
bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya tanpa memakai
perhitungan fara’id. Pertimbangan untuk menentukan bagian masing-masing adalah
kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu
bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariatif dan tidak
memakai prosentase tertentu,'®

Dari praktek-praktek basuw/uh dalam masalah waris yang ada, peneliti
mendalami sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi
Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula pada tahun 1996 ketika seorang perempuan
bernama Hj. Mastika Aini meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang
ibu, empat orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Karena semuanya
merasa harta tersebut sepenuhnya hak mereka, akhirnya merecka mendatangi K.H. A.

Riduan, seorang fuan guru disana.

18 Abmad Fahmy Arief, Wawancars, Banjarmasin, 16 Januari 2012.
"YHasan, Adat Badamai, 238.
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K.H. A. Ridvan kemudian berusaha mendamaikan sengketa dengan
memberitahukan kepada mereka bagian-bagian harta yang merupakan hak masing-
masing ahli waris berdasarkan ilmu fara’id. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya
adalah ibu mendapatkan seperenam (1/6), 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan
dihitung menjadi 9 kepala atas harta muwaris setelah dikeluarkan seperenam bagian
ibu.

Hasil perhitungan tersebut masih belum memuaskan semua pihak. Hj.
Ismawaty yang merupakan anak sulung malah mendapat bagian terkecil dibanding
adik-adiknya. Maka setelah melakukan musyawarah yang ditengahi oleh K.H A.
Riduan, tercapai kesepakatan bahwa harta warisan tersebut dibagi rata kepada
masing-masing ahli waris. Hingga akhirnya harta warisan tersebut dibagi rata
kepada enam ahli waris.”® Basu/uh yang dilakukan oleh keluarga Hj. Ismawaty
tersebut tergolong pada fara’id-islah karena sebelumnya dilakukan penentuan ahli
waris dan penghitungan bagian menurut hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan
pembagian harta warisan secara musyawarah.

Cara perdamaian fara’id-islah dalam masalah waris ini tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Dalam al-Qur’an memang sudah dijelaskan secara rinci
bagian-bagian yang menjadi hak ahli waris beserta ancaman siksa bagi yang

melanggarnya serta janji surga bagi yang menaatinya. Akan tetapi apabila aturan

2"Istnawati, Wawancara, Banjarmasin, 14 Januari 2012.
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tersebut malah menyebabkan ada pihak yang tidak puas kemudian menjadi sengketa,
tentunya harus ada jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Memang hukum fara’id telah diatur oleh Allah SWT. secara rinci dan
mendetail dalam al-Qur’an, namun ada beberapa hal dalam kewarisan yang belum
diatur secara jelas dan pasti. Biasanya penjelasan selanjutnya dapat ditemukan
dalam sunnah nabi, namun pada kenyataannya tidak begitu banyak sunnah nabi yang
membicarakan fara’id sehingga belum memecahkan semua persoalan yang ada.
Karena bidang kewarisan tercakup dalam bidang mu’amalat secara umum, maka
penggunaan nalar melalui ijtihad tidak dapat dielakkan dalam menyelesaikan hal-hal
seperti ini.?!

Cara pembagian di luar ketentuan fara’id mulai diperhitungkan, salah satunya
adalah seperti fara’ig-is/ah ini. Konsep fara’id-islal sebenarnya sejalan dengan Pasal
183 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa para pihak ahli waris dapat
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah mereka
menyadari bagiannya,”? Hal seperti ini memang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab
fikih, akan tetapi meskipun secara formal menyalahi ketentuan fikih hal ini dapat
diterima dengan menggunakan pemahaman fakharuj yang dibenarkan dalam mazhab

Hanafi.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 45.
2Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Is/am, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 57.
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Secara arti kata fakharuj artinya saling keluar. Dalam arti terminologis biasa
diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian
haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Hal tersebut diperbolehkan
menurut syara’ jika seluruh ahli waris rela karena tuntutan keadilan dan kerelaan
pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.?

Sejalan dengan pendapat tersebut, kalangan ulama Hanafi berpendapat bahwa
para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut sehingga dapat
berbuat apapun terhadap hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di
samping itu terdapat asar as-sahabiy dari Abu Yusuf dari Amru bin Dinar yang
berasal dari Ibnu Abbas bahwa salah seorang janda ‘Abdur Rahman bin Auf bernama
Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya lainnya untuk
- keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya
sebanyak delapanpuluh dirham.*

Cara penyelesaian fakharuj ini dapat terjadi dalam dua bentuk; Pertams,
penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya setelah
pembagian masing-masing ditentukan dan dibagi kemudian keseluruhan harta
warisan digabung lagi kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama

sesuai dengan keinginan. Kedus, penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan.

2Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, Tefjemahan Hukum Waeris, ditetjemahkan oleh
Addyz Aldizar dan Fathurrahman dengan judul asli Ahkam al-Mawaris fiy Figh al-Islamiy, (Jakarta:
Senayan Abadi Publishing, 2004), 413.

2 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 302-303.
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Penyelesaian dengan cara kedua tersebut dapat berlaku dalam tiga bentuk; (1)
Kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari
pembagian kewarisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh orang lain dari
hartanya sendiri; (2) Kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya salah seorang
dari pembagian kewarisan dengan imbalan tertentu yang dipikul bersama dari harta
mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan; (3) Kesepakatan seluruh
ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian kewarisan dengan imbalan
tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.”’

Cara perdamaian yang dilakukan dalam basu/uh yang kedua adalah is/ah.
Sekalipun cara pembagian waris berdasarkan js/ah ini terlihat tidak sejalan dengan
Kompilasi Hukum Islam karena tanpa didahului proses pembagian menurut fara’id,
namun sebagaimana halnya salah satu penyelesaian fakharuj yang diperbolehkan
oleh syara’, pembagian berdasarkan kesepakatan ahli waris tanpa didahului
penghitungan menurut fara’idtetap diperbolehkan.

Penyelesaian sengketa waris ini adalah bentuk tindakan bijaksana yang hanya
digunakan dalam keadaan tertentu apabila ada kemaslahatan di dalamnya. Hal ini
dilakukan hanya untuk menghilangkan ketidakpuasan yang mungkin berujung
sengketa tanpa sama sckali maksud untuk tidak menaati aturan yang telah
ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini kesulitan dalam memecahkan persoalan

pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

2 Ibid, 299-302.
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2. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap Basuluh
Suku Banjar dalam Sengketa Waris

Secara definisi, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 dan basuluh suku Banjar memuat unsur-unsur esensial yang serupa, yaitu
merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsensus para pihak serta
dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak dan tidak bersifat memutus.
Yang membedakan hanyalah istilah dalam menyebut pihak ketiga serta ruang
lingkup perdamaian.

Meskipun dengan dasar hukum yang berbeda, yakni mediasi di pengadilan
memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional sedangkan basu/uh
hanya merupakan adat bagi masyarakat Banjar, kedua jenis perdamaian ini dapat
dikatakan sejalan dengan ajaran dalam Islam, yakni melakukan perdamaian ketika
terjadi sengketa. Tugas, kewenangan dan persyaratan juru damai keduanya pun
sama, yakni menggiring dua kepentingan yang berbeda menuju suatu kesepakatan
yang tidak merugikan keduanya dan harus memiliki kemampuan mendamaikan.

Mengenai metode yang dipakai kedua jenis perdamaian pada masalah waris di
atas nampak jelas berbeda. Dalam mediasi di pengadilan, mediasi dimulai dengan
pemilihan mediator dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah mediator
ditetapkan dengan penetapan hakim, mediasi dilakukan dimulai dengan penyerahan

resume perkara oleh para pihak satu sama lainnya dan kepada mediator sesuai
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dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) lalu kemudian mediator menyelenggarakan sesi-
sesi atau pertemuan mediasi.

Dalam basuluh tidak ada aturan khusus mengenai cara perdamaiannya. Setelah
tetuha kampung dipilih berdasar pada posisinya di masyarakat, bukan berdasar
formalitas sertifikat, para pihak dan tetuha kampung dengan bebas dapat mengatur
tata cara musyawarah yang mereka inginkan, adapun cara yang umumnya digunakan
untuk membagi harta warisannya adalah dengan Fara’id- Is/ah dan Isiah. Lagi-lagi
perbedaan di antara keduanya muncul hanya karena perbedaan dasar hukum yang
mengaturnya, Namun keduanya tampak memiliki alur yang sama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisis bahwa
mediasi di pengadilan memiliki kelemahan dibanding basu/uh suku Banjar, yakni
kurang efektif. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah
mediasi ini dilakukan ketika para pihak yang bersengketa telah memutuskan memakai
jalur hukum untuk menyelesaikan perkaranya. Jika dilihat dari sikap mereka yang
sampai mendaftarkan perkara mereka di pengadilan yang berwenang, hal ini
mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki keputusan yang bulat untuk
mengalahkan lawan mereka. Sehingga tentunya akan sangat sulit untuk membuat
kedua belah pihak untuk berdamai.

Sebab kedua yang menyebabkan mediasi di pengadilan kurang efektif adalah
karena dipandu oleh mediator yang notabene belum dikenal secara baik oleh para

pihak. Hal ini akan menyebabkan kurang terdapat rasa saling memahami antara pihak
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yang bersengketa dan mediator, padahal mediator adalah komponen penting dalam
menciptakan perdamaian antara kedua pihak.

Para pihak yang tidak mengindahkan mediator tentunya tidak akan
mendengarkan saran-sarannya agar mereka berdamai. Mediator pun mungkin juga
menganggap bahwa mediasi hanyalah formalitas belaka sehingga tidak melanggar
apa yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
Lagipula orang yang berperkara bukanlah orang yang memiliki hubungan emosional
dengannya, sehingga merasa masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan mereka dan
dengan cepatnya menyimpulkan bahwa mediasi gagal.

Namun mediasi di pengadilan juga memiliki keunggulan antara lain
perdamaian yang dihasilkan dalam mediasi ini dapat dikukuhkan menjadi akta
perdamaian berdasarkan pasal 17 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008. Maka ketika salah satu pihak melanggar isi perdamaian, pihak
yang dirugikan dapat memintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur
eksekusi oleh pengadilan. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari mediasi di
pengadilan dibanding dengan basu/uh yang tidak memiliki kekuatan hukum. Akta
perdamaian yang berkekuatan hukum ini dapat memberikan ketenangan bagi para
pihak karena memiliki jaminan hak mereka akan dipenuhi oleh pihak yang lain.

Selain itu, mediasi di pengadilan memiliki batasan waktu maksimal dalam

pelaksanaan mediasi berdasarkan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
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Tahun 2008. Sehingga pihak yang tidak mau perkaranya ditangani di pengadilan
tidak dapat mengulur-ulur waktu ketika mediasi.

Basuluh juga memiliki kelemahan dibanding dengan mediasi di pengadilan,
yakni hasil keputusan perdamaiannya tidak dapat dikuatkan menjadi akta
perdamaian sebagaimana hasil perdamaian mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan
karena peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan perdamaian di- luar
pengadilan yang tidak dipandu oleh mediator bersertifikat. Sehingga ketika salah
satu pihak mengingkari hasil kesepakatan yang diperoleh melalui basul/uh antara
para pihak dengan fetuha kampung, pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan
tindakan hukum.

Selain itu, karena tidak ada peraturan yang membatasi waktu pelaksanaan
basuluh sebagaimana mediasi di pengadilan, maka terkadang ada pihak yang
mengulur-ulur waktu agar pihak lawannya kelelahan sehingga proses basu/uh
menjadi berlarut-larut.

Akan tetapi, dalam proses basuluh tetuha kampung yang dipilih bukanlah orang
sembarangan. Tetuha kampung bisa jadi seorang yang tua maupun muda usianya,
bijaksana, pemberani, ataupun memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan
masyarakat lainnya. Pendek kata, tetuha kampung merupakan orang yang memiliki
karisma dan pengaruh terhadap masyarakat lainnya.

Oleh sebab itu, basuluh bisa dikatakan lebih efektif dibanding mediasi di

pengadilan. Masyarakat Banjar yang masih kental nuansa kekerabatannya cenderung



88

lebih patuh kepada tetuha kampung, berbeda dengan kepatuhan terhadap mediator di
pengadilan. Selain tidak mengenal para pihak sedalam tetuha kampung, mediator juga
tidak dapat mempengaruhi para pihak untuk berdamai sebagaimana fetuha kampung
karena perbedaan tingkat kepatuhan para pihak kepada mediator dan kepada tetuha
kampung.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasan terhadap
masyarakat Banjar pada tahun 2009, ternyata penyelesaian sengketa yang hanya
dilakukan pada pengadilan masih belum menghilangkan perasaan dendam dan
permusuhan antara para pihak serta belum memenuhi unsur keadilan. Juga tidak ada
jaminan bahwa para pihak tidak akan kembali mengulangi kesalahan yang sama.
Sedangkan sengketa yang diselesaikan melalui basu/uh dapat dianggap telah selesai.
Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa basu/uh lebih dapat menghasilkan

perdamaian dibanding mediasi di pengadilan.



